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PUTUSAN
Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Bko

ST ¥ . P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sinar Gading, 31 Desember 1999, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Jalan Giat, RT. 017, Desa
Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik

pada alamat email XXXX, sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Temanggung, 09 Maret 1997, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD,
tempat kediaman di Simpang 4, Desa Sungai Besar,
Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan

Singingi, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0110/13/VII/2021, tertanggal 16 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Jalan Giat, RT. 017, Desa Sinar Gading,
Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah
menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya
suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama XXXX, NIK 1502083103220001, Laki-Laki, lahir di Merangin 31
Maret 2022, pendidikan belum sekolah dan anak tersebut sekarang berada
dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan November 2021, dengan sebab pada saat itu
Penggugat yang baru saja bangun dari tidur mendapati Tergugat yang
sudah berada di rumah kediaman bersama, Penggugat pun melihat ke
lemari pakaian dan semua pakaian Tergugat juga sudah tidak ada,
Penggugat mencoba menghubungi nhomor telepon seluler Tergugat namun
sudah tidak aktif lagi yang menyebabkan sejak saat itu Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat
tinggal di rumah Kakak Sepupu Tergugat, sedangkan Penggugat masih
menatap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat
Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

4, Bahwa sejak bulan November 2021, Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun
11 (sebelas) bulan;

5. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan
Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan

Tergugat;
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6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah
tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan
berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

7. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan
berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulannya;

8. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah
Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat
sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang
bernama XXXX anak tersebut masih dibawah umur dan masih
membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri,
maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat
karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh
Tergugat;

11. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan
biaya nafkah bagi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX
minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan sampai
anak tersebut dewasa dan mandiri;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada
Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan
ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX yang sekarang berada
dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak
Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, anak tersebut sekarang
berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi
yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan

Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti sebagai berikut:

A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX,
Nomor 0110/13/VI11/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah KUA Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 16
Juli 2021. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai
dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian
bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya
diberi tanda P.1;
2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, berdasarkan
Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-13102022-0010, yang aslinya dikeluarkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin, tanggal 13 Oktober 2022. Bukti
surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut
diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi:
1. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di RT.05 RW.02, Desa Muara Delang,
Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;. Di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Jalan Giat, RT. 017, Desa Sinar Gading,

Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama Rayyan Alfarizi, umur kurang lebih 2 (dua) tahun,
sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga
mereka sudah tidak harmonis lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat
dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di
antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan
Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, selama tinggal dengan Penggugat, anak
Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan
baik;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, selama saksi kenal
dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan
kasar ataupun perbuatan tercela lainnya yang dapat membahayakan
anak;

2. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di RT.17 RW.07, Desa Sinar Gading, Kecamatan

Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;. Di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Jalan Giat, RT. 017, Desa Sinar Gading,
Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama Rayyan Alfarizi, umur kurang lebih 2 (dua) tahun,
sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak
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bulan November 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak

pernah kembali lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di
antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan
Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, selama tinggal dengan Penggugat, anak
Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan
baik;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, selama saksi kenal
dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan
kasar ataupun perbuatan tercela lainnya yang dapat membahayakan
anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan
tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak
mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada
pokonya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan
surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi Il huruf B SK KMA
Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di

Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian panggilan tersebut telah
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dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat in person datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak
hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara
aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada
tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap
mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak
bulan November 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Penggugat yang baru saja bangun dari tidur mendapati Tergugat
yang sudah berada di rumah kediaman bersama, Penggugat pun melihat ke
lemari pakaian dan semua pakaian Tergugat juga sudah tidak ada, Penggugat
mencoba menghubungi nomor telepon seluler Tergugat namun sudah tidak aktif
lagi yang menyebabkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak
Sepupu Tergugat, sedangkan Penggugat masih menatap tinggal di rumah
orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat
tersebut di atas yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang. Selain itu
Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
XXXX, laki-laki, lahir di Merangin 31 Maret 2022 ditetapkan berada dalam
pengasuhan Penggugat, sedangkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada

Tergugat sebagai ayah kandungnya;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan
demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah
dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara

ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan
bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan
tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena
menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan
pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau
orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang
diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1, P.2 dan 2 (dua)
orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta
autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah
bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah
ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301
ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun
1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa
alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta
Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami
istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan
Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
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ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya anak yang
bernama XXXX, laki-laki, lahir di Merangin 31 Maret 2022 adalah anak kandung
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh
karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni keduanya merupakan
orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka
persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi
tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-
sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan
tentang Penggugat yang merupakan seorang ibu yang baik dan perhatian
kepada anak-anaknya serta tidak adanya perilaku Penggugat yang dapat
membahayakan baik jasmani maupun rohani anak, dan tentang kondisi
ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung daripada anak Penggugat dan
Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg
kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil

Penggugat;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan
keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyan Alfarizi,
umur kurang lebih 2 (dua) tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama
dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rayyan Alfarizi,
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umur kurang lebih 2 (dua) tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama
dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan November 2021 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini
sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak
Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku
menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk
bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan
Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan
dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila
tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah
melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Tergugat menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana
dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian
pada 09 Oktober 2024, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada
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bulan November 2021. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat
gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun
lamanya, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur pertama
pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat
tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Penggugat.
Sikap mana dalam hal ini menurut Hakim telah dapat dijadikan sebagai
indikator yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak mau bersatu dengan
Penggugat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur
kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan
Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'’in shughra sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat
memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta
bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat

berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan
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SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi mengakomodir Perma Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah
dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke
persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah
dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim
berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan
dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah
Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang

sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA
No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum
Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di
atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga
memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki,
lahir di Merangin 31 Maret 2022 ditetapkan berada dalam pengasuhan
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim
perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak
pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum
yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: “Akibat putusnya perkawinan
karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan
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kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab
atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Pasal
105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur:
“Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan
anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara
ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
XXXX, laki-laki, lahir di Merangin 31 Maret 2022 yang sekarang tinggal
bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan
ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga
berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa
Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan
tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang
dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik
bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b.
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta
tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak
bertentangan dengan hukum;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa
depan anak (the best interested of child), maka tuntutan Penggugat meminta
anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Merangin
31 Maret 2022 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar
ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah)
Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan
dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya),
akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup
akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan,
memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah
kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya
selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan
Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh
orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
dan merupakan pertimbangan terakhir’. Bahkan menurut Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya
adalah bahwa: ...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak
memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada
Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap anak bernama XXXX,
laki-laki, lahir di Merangin 31 Maret 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
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ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak
tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri,
maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang
harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah
anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayabh;

Menimbang, bahwa meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak
terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan
terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Hakim
berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat
ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat
sesuai dengan kewajaran biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai
anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap

tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap
Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan:
4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta
delapan ratus ribu rupiah);
4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum
pengambilan Akta Cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana
tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas;

6. Menetapkan anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Merangin 31
Maret 2022 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban
memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menetapkan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut pada angka 6
diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak
tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen)
dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa
nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 7 diktum putusan di atas;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko
pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Aulia Ramdan
Daenuri, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan
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dibantu oleh Ahmad Khumaidi, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.
Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 137.000,00
- PNBP Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
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